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BAB IV 

KESIMPULAN & SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Kerja sama keamanan Indonesia-Australia sepanjang 2018-2024 

menunjukkan transformasi nyata dalam kemampuan aparat keamanan Indonesia 

menghadapi dinamika terorisme transnasional yang semakin kompleks. 

Implementasi Perjanjian Lombok tidak berhenti pada komitmen normatif, tetapi 

berkembang menjadi kerangka operasional yang memperkuat kapasitas 

investigasi, interoperabilitas taktis, serta 

 integrasi teknologi keamanan. Modernisasi perangkat biometrik, 

penguatan kemampuan forensik digital, serta peningkatan kualitas investigasi 

pendanaan terorisme memperlihatkan upaya sistematis untuk mengurangi 

kesenjangan kemampuan antara negara dan aktor non-negara. Peningkatan 

kecepatan respons dan akurasi pembuktian hukum menunjukkan bahwa aparat 

tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan berbasis pembelajaran dari pola 

serangan sebelumnya. JCLEC berperan sebagai katalis percepatan pembelajaran 

institusional yang memungkinkan aparat menyesuaikan metode kerja dengan 

perubahan modus operandi jaringan ekstremis. Standarisasi prosedur operasional 

melalui pelatihan bersama menciptakan kesamaan bahasa taktis yang 

meminimalkan friksi koordinasi di lapangan. Transformasi ini menunjukkan 

bahwa adaptasi negara bergerak dalam ritme yang semakin mampu menandingi 

fleksibilitas jaringan teror global. 
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Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan satuan kerja khusus dan 

pendidikan internasional menghasilkan jejaring profesional yang meningkatkan 

kualitas koordinasi lintas lembaga. Interaksi berkelanjutan antara Polri, Densus 

88, Australian Federal Police, serta berbagai aktor keamanan lain membentuk 

jaringan institusional yang mampu merespons ancaman secara lebih cepat dan 

presisi. Keterhubungan ini mempersempit ruang gerak kelompok teroris yang 

sebelumnya memanfaatkan celah koordinasi antar yurisdiksi. Keunggulan teknis 

tidak hanya terlihat pada peningkatan kemampuan penyergapan atau penjinakan 

bom, tetapi juga pada peningkatan kemampuan membaca pola komunikasi digital 

dan aliran dana mencurigakan. Integrasi kemampuan investigatif dan teknologi 

pengawasan memperkuat posisi negara dalam kompetisi adaptasi melawan 

jaringan ekstremis. Jaringan profesional yang terbentuk melalui kerja sama 

bilateral memperlihatkan bahwa respons keamanan tidak lagi bersifat 

terfragmentasi. Keterpaduan respons menunjukkan bahwa negara telah 

membangun struktur tandingan yang mampu mengimbangi karakter jaringan teror 

yang cair. Dalam kerangka analisis Hoffman, keberhasilan ini mencerminkan 

terbentuknya counter-network yang efektif pada level operasional. 

Kemajuan pada level taktis memperlihatkan bahwa kerja sama bilateral 

telah meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman serangan langsung. Penguatan 

kemampuan investigasi pasca ledakan, analisis forensik digital, serta pelacakan 

pendanaan ilegal membantu aparat membaca evolusi strategi jaringan teror secara 

lebih akurat. Kemampuan membaca pola inovasi lawan meningkatkan kualitas 

kebijakan pencegahan karena respons tidak lagi bersifat reaktif semata. Efektivitas 
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operasi menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga semakin mampu 

mengurangi bureaucratic drag yang sebelumnya memperlambat respons 

keamanan. Interoperabilitas yang semakin matang memperkuat kapasitas negara 

dalam merespons ancaman secara cepat dan terukur. Adaptasi taktis yang berhasil 

menciptakan stabilitas operasional dalam menghadapi berbagai potensi serangan. 

Kerja sama bilateral telah membuktikan bahwa peningkatan kapasitas teknis dapat 

secara langsung memperkuat efektivitas kebijakan keamanan. Keberhasilan ini 

menegaskan bahwa kerja sama Indonesia–Australia telah mencapai tingkat 

adaptasi operasional yang signifikan. 

Keunggulan taktis yang telah dicapai belum sepenuhnya berbanding lurus 

dengan pelemahan akar radikalisasi yang menopang keberlangsungan jaringan 

terorisme. Penangkapan pelaku, pengungkapan jaringan pendanaan, dan 

keberhasilan operasi penjinakan bom menunjukkan efektivitas pendekatan 

keamanan dalam jangka pendek. Ancaman ideologis tetap bergerak secara laten 

melalui ruang digital, komunitas tertutup, serta jalur rekrutmen informal yang sulit 

terdeteksi secara konvensional. Jaringan ekstremis mampu beradaptasi dengan 

memanfaatkan teknologi komunikasi yang terus berkembang dan sulit diawasi 

secara menyeluruh. Dominasi pendekatan keamanan fisik berisiko menciptakan 

ketergantungan pada respons represif tanpa diimbangi strategi pencegahan 

ideologis yang sistematis. Stabilitas keamanan jangka panjang membutuhkan 

strategi yang mampu mengurangi daya tarik ideologi ekstremisme di tingkat 

masyarakat. Penanganan terorisme tidak cukup mengandalkan keberhasilan 

operasi lapangan, tetapi membutuhkan pendekatan yang mampu mengganggu 
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proses regenerasi jaringan. Tantangan strategis terletak pada kemampuan negara 

mengintegrasikan kebijakan keamanan dengan kebijakan sosial yang lebih 

komprehensif. 

Fragmentasi data antar-lembaga keamanan masih menjadi hambatan 

domestik yang mengurangi efektivitas keunggulan teknologi yang telah dimiliki. 

Modernisasi peralatan tanpa integrasi sistem informasi berpotensi menghasilkan 

kapasitas parsial yang tidak optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. 

Koordinasi antara Polri, BIN, dan TNI masih menghadapi tantangan dalam 

penyelarasan prosedur pertukaran informasi intelijen. Ketidakterpaduan sistem 

data menciptakan potensi keterlambatan deteksi ancaman yang bergerak secara 

cepat di ruang digital. Keunggulan teknologi hanya memberikan dampak 

maksimal jika didukung oleh integrasi sistem informasi yang mampu 

menghubungkan seluruh aktor keamanan. Hambatan koordinasi domestik dapat 

mengurangi efektivitas kerja sama internasional yang telah dibangun secara 

intensif. Integrasi data menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa 

keunggulan teknis dapat digunakan secara kolektif. Tanpa integrasi tersebut, 

kemampuan adaptasi negara akan tetap menghadapi keterbatasan struktural. 

Ketergantungan pada kapasitas individu hasil pelatihan internasional juga 

menimbulkan tantangan keberlanjutan profesionalisme aparat keamanan. Rotasi 

jabatan berpotensi menghilangkan pengetahuan teknis apabila tidak disertai 

mekanisme manajemen pengetahuan yang sistematis. Pengalaman pelatihan yang 

bernilai tinggi dapat hilang apabila tidak diintegrasikan ke dalam standar 

operasional organisasi. Proses pembelajaran institusional memerlukan sistem 
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dokumentasi dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Tanpa institutional 

learning yang kuat, peningkatan kapasitas hanya akan menghasilkan dampak 

jangka pendek. Aparat yang memiliki kompetensi tinggi membutuhkan 

lingkungan organisasi yang mampu memanfaatkan keahlian tersebut secara 

optimal. Transformasi individu harus diikuti transformasi organisasi agar 

keunggulan teknis dapat bertahan. Kelemahan pada aspek manajemen 

pengetahuan berpotensi menghambat konsistensi adaptasi negara terhadap 

ancaman terorisme. 

Penguatan integrasi intelijen nasional menjadi prioritas utama untuk 

memastikan bahwa modernisasi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

seluruh lembaga keamanan. Pemerintah perlu mendorong pembentukan sistem 

basis data terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara 

real time. Integrasi sistem informasi antara Polri, BIN, dan TNI akan memperkuat 

kualitas deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di ruang digital maupun 

fisik. Sistem informasi yang terhubung membantu mengurangi duplikasi kerja 

serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keamanan. Penyatuan data 

juga mempercepat proses pengambilan keputusan strategis dalam situasi krisis. 

Koordinasi berbasis data memperkuat kemampuan negara dalam merespons 

ancaman secara terukur. Integrasi intelijen nasional akan meningkatkan 

konsistensi kebijakan keamanan dalam menghadapi ancaman transnasional. 

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keunggulan teknologi tidak bekerja 

secara terpisah. 
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Pengembangan manajemen pengetahuan perlu menjadi bagian dari 

reformasi kelembagaan agar hasil pelatihan internasional dapat 

diinstitusionalisasikan secara berkelanjutan. Institusi keamanan perlu membangun 

sistem dokumentasi, pelatihan internal, dan mekanisme transfer kompetensi yang 

memungkinkan pengetahuan teknis tetap terjaga meskipun terjadi rotasi personel. 

Pengalaman operasional dan pembelajaran dari pelatihan harus diubah menjadi 

standar prosedur yang dapat digunakan secara kolektif. Sistem manajemen 

pengetahuan membantu organisasi mempertahankan keunggulan teknis dalam 

jangka panjang. Investasi pendidikan dan pelatihan akan memberikan dampak 

maksimal jika diikuti dengan proses internalisasi yang sistematis. Penguatan 

institutional learning mempercepat proses adaptasi organisasi terhadap perubahan 

ancaman. Keberlanjutan profesionalisme aparat bergantung pada kemampuan 

organisasi menjaga akumulasi pengetahuan. Reformasi manajemen pengetahuan 

menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya tahan institusi keamanan. 

Kerja sama bilateral di masa depan perlu memperluas fokus pada 

pencegahan ideologis yang menargetkan proses radikalisasi di ruang digital dan 

wilayah perbatasan. Upaya deradikalisasi berbasis komunitas, literasi digital, serta 

penguatan ketahanan sosial perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi 

kontra-terorisme. Pendekatan keamanan yang hanya berorientasi pada penindakan 

berisiko tidak mampu menekan regenerasi jaringan ekstremis secara 

berkelanjutan. Penguatan program pencegahan akan membantu mengurangi daya 

tarik ideologi kekerasan di kalangan kelompok rentan. Keseimbangan antara 

pendekatan keamanan dan pendekatan sosial memperkuat efektivitas kebijakan 
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jangka panjang. Kerja sama Indonesia–Australia memiliki potensi untuk 

memperluas agenda kolaborasi ke bidang pencegahan non-militer. Strategi 

komprehensif meningkatkan kemampuan negara menghadapi ancaman yang terus 

berevolusi. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan 

menghubungkan keunggulan operasional dengan ketahanan sosial. 

 
4.2 Saran  

Implementasi kerja sama keamanan Indonesia–Australia akan sangat 

ditentukan oleh kemampuan Indonesia memperkuat integrasi data nasional lintas 

lembaga keamanan. Fragmentasi informasi antara Polri, BIN, dan TNI masih 

menciptakan jeda koordinasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan teror 

yang bergerak cepat di ruang digital. Penguatan sistem interoperabilitas data 

biometrik, intelijen siber, dan basis data terorisme perlu diposisikan sebagai 

prioritas dalam agenda reformasi keamanan nasional. Integrasi ini bukan sekadar 

modernisasi teknis, melainkan upaya membangun institutional durability yang 

memastikan sistem tetap adaptif terhadap perubahan pola ancaman. Penghapusan 

ego sektoral menjadi prasyarat agar investasi teknologi yang diperoleh melalui 

kerja sama internasional tidak bekerja secara parsial. Policy mainstreaming pada 

bidang integrasi data akan memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap pola 

cyber-radicalization yang semakin tersembunyi. Ketika aliran informasi bergerak 

tanpa hambatan struktural, negara memiliki peluang lebih besar untuk mendahului 

siklus adaptasi jaringan ekstremis. 

Koordinasi lintas lembaga juga memerlukan penyelarasan protokol 

pertukaran intelijen yang lebih terstandardisasi. Standar klasifikasi data, prosedur 
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berbagi informasi, serta sistem keamanan siber perlu dikonsolidasikan dalam satu 

kerangka operasional nasional. Integrasi tidak hanya mempercepat proses 

pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan akurasi analisis risiko yang 

menjadi dasar kebijakan keamanan. Penguatan interoperabilitas digital akan 

membantu mengurangi bureaucratic drag yang selama ini menghambat 

efektivitas respons negara. Ketika informasi dapat diakses secara cepat dan 

terverifikasi, kualitas respons operasional meningkat secara signifikan. 

Keunggulan teknologi hanya menghasilkan dampak strategis jika diikuti integrasi 

sistem informasi yang solid. Penguatan institutional durability memastikan bahwa 

adaptasi negara tidak berhenti pada proyek jangka pendek. Stabilitas sistem 

menjadi fondasi utama dalam menghadapi evolusi ancaman terorisme. 

Investasi pelatihan melalui JCLEC dan program pendidikan internasional 

memerlukan mekanisme knowledge retention agar tidak hilang akibat rotasi 

jabatan atau mutasi personel. Aparat yang telah memperoleh pelatihan teknis 

tingkat lanjut membawa kompetensi yang bernilai strategis bagi organisasi. Tanpa 

sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur, keahlian tersebut berisiko tidak 

terdistribusi secara optimal ke dalam institusi. Polri dan BNPT perlu 

mengembangkan knowledge repository yang mendokumentasikan praktik terbaik, 

studi kasus operasional, serta pembelajaran dari pelatihan internasional. Integrasi 

pengetahuan ke dalam SOP organisasi akan memperkuat institutional memory dan 

menjaga konsistensi profesionalisme aparat. Policy mainstreaming pada bidang 

pengembangan SDM membantu memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak 

bergantung pada individu semata. Transformasi pengetahuan menjadi standar 
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organisasi memperkuat keberlanjutan adaptasi negara terhadap ancaman 

keamanan. Keunggulan teknis akan bertahan lebih lama ketika organisasi mampu 

menjaga akumulasi pengalaman operasional. 

JCLEC memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat distribusi 

pengetahuan yang menghubungkan hasil pelatihan dengan kebutuhan operasional 

institusi keamanan. Pengembangan kurikulum berkelanjutan yang menyesuaikan 

tren cyber-radicalization dan teknologi investigasi digital akan memperkuat 

relevansi pelatihan di masa depan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi 

keamanan, dan pembuat kebijakan dapat mempercepat transfer pengetahuan lintas 

sektor. Penguatan sistem mentoring internal membantu mempercepat distribusi 

kompetensi dari alumni pelatihan kepada personel lain. Pendekatan ini 

mengurangi ketergantungan pada pelatihan eksternal yang membutuhkan biaya 

tinggi. Sistem knowledge retention memperkuat kesiapan institusi menghadapi 

perubahan ancaman yang cepat. Keberlanjutan profesionalisme aparat menjadi 

indikator penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Investasi SDM 

hanya memberikan dampak maksimal ketika organisasi mampu mengelola 

pengetahuan secara sistematis. 

Penelitian selanjutnya memiliki ruang untuk memperluas analisis terhadap 

dimensi soft approach yang belum dibahas secara mendalam dalam studi ini. 

Fokus pada efektivitas program deradikalisasi digital, counter-narrative, dan 

literasi keamanan siber dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif 

mengenai dinamika cyber-radicalization. Transformasi ruang digital menjadi 

arena utama kontestasi ideologis menuntut pendekatan penelitian yang lebih 
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interdisipliner. Studi komparatif dengan mitra strategis lain seperti Amerika 

Serikat atau Uni Eropa berpotensi mengungkap variasi model kerja sama kontra-

terorisme yang lebih beragam. Perbandingan kebijakan dapat membantu 

mengidentifikasi praktik terbaik dalam integrasi data, pengembangan teknologi 

keamanan, dan pencegahan radikalisasi daring. Penguatan basis akademik 

membantu pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih berbasis bukti. 

Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas policy mainstreaming dalam 

mengintegrasikan pendekatan keamanan dan sosial. Pendalaman aspek non-

operasional akan memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas ancaman 

terorisme modern. 

Pergeseran fokus kebijakan dari dominasi penyergapan fisik menuju 

penguatan ketahanan digital menjadi langkah strategis jangka panjang. Ruang 

siber telah menjadi medium utama penyebaran propaganda, perekrutan anggota 

baru, dan koordinasi jaringan ekstremis lintas negara. Strategi keamanan 

memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan keunggulan 

teknologi dengan penguatan ketahanan masyarakat terhadap disinformasi 

ekstremis. Perang urat saraf di ruang digital menuntut kapasitas analisis data yang 

lebih canggih serta kolaborasi erat antara institusi keamanan dan sektor sipil. 

Penguatan ketahanan digital masyarakat berperan penting dalam mengurangi 

kerentanan terhadap infiltrasi ideologi kekerasan. Strategi jangka panjang harus 

menggabungkan keunggulan operasional dengan stabilitas sosial yang lebih luas. 

Keamanan nasional semakin ditentukan oleh kemampuan negara mengelola 
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dinamika informasi digital. Pendekatan strategis yang adaptif memperkuat 

kesiapan menghadapi evolusi ancaman global. 

 

 

  


